



PERJANJIAN LAYANAN 
INTERNET PAYMENT GATEWAY
_________________________________________________________________________

No. ________	

Pada hari ini, [•], tanggal [•], telah ditandatangani Perjanjian Layanan Internet Payment Gateway (selanjutnya disebut “Perjanjian”), oleh dan antara: 

I. PT NUSA SATU INTI ARTHA, suatu perusahaan yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung Artha Graha Lantai 11, Sudirman Central Business District, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Himelda Renuat bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama      PT NUSA SATU INTI ARTHA beserta pengganti dan penerus hak dan/atau kewajibannya, selanjutnya disebut “DOKU”; 

dan
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]
II. [•], suatu perusahaan yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di [•], beralamat di [•], dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh [•], bertindak dalam kedudukannya selaku [•], oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama [•] beserta pengganti dan penerus hak dan/atau kewajibannya, selanjutnya disebut “Merchant”.

DOKU dan Merchant secara bersama-sama selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut “Para Pihak” dan secara masing-masing disebut “Pihak”.

PENDAHULUAN

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 

· Bahwa DOKU bergerak dalam bidang penyedia jasa Layanan Internet Payment Gateway;

· Bahwa Merchant adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha [•], dengan alamat website [•] (selanjutnya disebut “Website”) dan/atau aplikasi [•] (selanjutnya disebut “Aplikasi”);

· Bahwa Merchant membutuhkan Layanan Internet Payment Gateway dan DOKU bersedia untuk menyediakan layanan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat menandatangani Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:


PASAL 1
PENGERTIAN/DEFINISI

Para Pihak sepakat untuk menggunakan istilah-istilah dalam Perjanjian ini sebagaimana tercantum di bawah ini:

“Acquirer” adalah bank (-bank) dan/atau lembaga bukan bank yang ditunjuk oleh Merchant untuk memproses pembayaran atas setiap Transaksi yang dilakukan oleh Pelanggan.

“Biaya Layanan” adalah biaya-biaya yang wajib dibayarkan oleh Merchant kepada DOKU terkait dengan layanan termasuk namun tidak terbatas pada Payment Channel yang digunakan oleh Merchant sesuai dengan kesepakatan Para Pihak sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 tentang Merchant Application Form.

“Chargeback” adalah transaksi yang termasuk ke dalam keadaan antara lain: (a) dipersengketakan, (b) dikembalikan karena alasan apapun oleh Acquirer atau issuer, (c) tidak sah atau tidak diotorisasi, (d) diduga melanggar hukum, penipuan atau mencurigakan. 

“Direct Merchant” adalah Layanan Internet Payment Gateway yang digunakan oleh Merchant, namun dalam hal ini Merchant memiliki MID sendiri yang mana diperoleh langsung dari Acquirer setelah Merchant melakukan kerja sama dalam perjanjian terpisah dengan Acquirer.

“Fraud” adalah suatu tindakan penyalahgunaan oleh pihak ketiga terhadap Pelanggan yang dilakukan di Website dan/atau Aplikasi Merchant.

[bookmark: _heading=h.30j0zll]”Fraud Detection System” adalah sistem milik DOKU yang berfungsi untuk mengidentifikasikan Transaksi yang mencurigakan (fraud) yang hasilnya dapat berupa risiko rendah (low risk), risiko menengah (medium risk) dan risiko tinggi (high risk).

”Hari Kerja” adalah hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali ditetapkan Pemerintah Indonesia sebagai hari libur resmi nasional.

”Kartu” adalah kartu berlogo Visa, MasterCard dan/atau jenis lain yang dapat dipergunakan untuk melakukan Transaksi pada Layanan Internet Payment Gateway, termasuk namun tidak terbatas pada kartu kredit dan kartu debit.

“Layanan Aggregator” adalah layanan yang diberikan oleh DOKU kepada Merchant, dimana Merchant memanfaatkan MID milik DOKU untuk dapat menggunakan Layanan Internet Payment Gateway.

[bookmark: _heading=h.1fob9te]“Layanan Early Detection Unit” (selanjutnya disebut “Layanan EDU”) adalah layanan optional yang disediakan oleh DOKU untuk melakukan identifikasi dan investigasi yang lebih mendalam untuk Transaksi yang dicurigai sebagai Fraud dan merupakan unit kerja yang bertindak sebagai tim kerja untuk melaksanakan identifikasi terhadap seluruh Transaksi yang dilakukan Pelanggan dalam hal memitigasi Transaksi Fraud.

“Layanan Escrow” adalah layanan milik DOKU untuk melakukan pelimpahan dana atas Transaksi menggunakan Payment Channel tertentu dan waktu Settlement sesuai dengan Lampiran 2 tentang Merchant Application Form.

“Layanan Internet Payment Gateway” adalah layanan pembayaran online berupa penyediaan Payment Channel oleh DOKU kepada Merchant. 

”Merchant ID” (selanjutnya disebut ”MID”) adalah tanda pengenal yang diberikan oleh DOKU dan/atau Acquirer kepada Merchant untuk setiap url yang didaftarkan di dalam Website oleh Merchant di dalam sistem milik DOKU.

“Merchant Application Form” adalah formulir aplikasi yang wajib diisi dan ditandatangani oleh Merchant yang mengatur mengenai Biaya Layanan yang telah disepakati oleh Para Pihak sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 tentang Merchant Application Form.

“Merchant Discount Rate” atau “MDR” adalah biaya yang dikenakan oleh DOKU dan/atau Acquirer terkait dengan Payment Channel yang digunakan oleh Merchant sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 tentang Merchant Application Form.

“Payment Channel” adalah cara bayar berbasis Kartu dan/atau media lainnya yang disediakan oleh DOKU untuk memudahkan Pelanggan Merchant melakukan Transaksi sebagaimana yang sudah disepakati oleh Para Pihak yang dalam Lampiran 2 tentang Merchant Application Form.

“Pelanggan” adalah setiap orang yang melakukan Transaksi di Website dan/atau Aplikasi Merchant.

“Produk” adalah barang dan/atau jasa, yang ditawarkan/dijual oleh Merchant kepada Pelanggan di Website dan/atau Aplikasi Merchant.

”Refund” adalah pengembalian dana Transaksi, dimana dana tersebut akan dikreditkan kembali ke Pelanggan atas permintaan Merchant dimana ketentuan Refund ini berlaku sesuai dengan kebijakan yang dimiliki oleh Merchant.
“Rekonsiliasi” adalah perbandingan dan/atau penyesuaian data Transaksi milik DOKU dan Merchant dalam hal terjadi perbedaan data Transaksi yang dimiliki oleh masing-masing Pihak.

“Settlement” adalah proses pelimpahan dana atas Transaksi khusus Layanan Aggregator yang dilakukan oleh DOKU kepada Merchant sesuai waktu yang telah disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan Lampiran 2 tentang Merchant Application Form.

“Transaksi” adalah kegiatan pembelian Produk yang dilakukan oleh Pelanggan melalui Website dan/atau Aplikasi Merchant.


PASAL 2
BENTUK LAYANAN

1. Selain memberikan Layanan Internet Payment Gateway, DOKU juga memberikan layanan tambahan kepada Merchant, berupa: 

a. Layanan back-office, dimana Merchant dapat memonitor semua Transaksi yang terjadi di Website dan/atau Aplikasi Merchant secara real time termasuk namun tidak terbatas pada tanggal dan waktu Transaksi dengan status berhasil maupun gagal; dan

b. [bookmark: _heading=h.3znysh7]Fraud Detection System, dimana untuk transaksi yang termasuk dalam kategori risiko menengah (medium risk) selanjutnya merupakan otorisasi Merchant untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan Transaksi tersebut.

2. DOKU berhak melakukan pembatalan langsung secara sistem (void) Transaksi yang diidentifikasi termasuk risiko tinggi (high risk) sebagai Transaksi Fraud.

3. DOKU memberikan layanan penunjang kepada Merchant pada setiap hari kalender 
selama 24 (dua puluh empat) jam dengan menghubungi 021-29655555 dan/atau email ke care@doku.com dan/atau support@doku.com.

4. [bookmark: _heading=h.2et92p0]Selain layanan tersebut di atas, apabila merasa diperlukan Merchant dapat memilih untuk penambahan Layanan EDU dengan tambahan biaya layanan tersendiri.

PASAL 3
TATA CARA PEMBAYARAN

1. Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, DOKU berhak menerima pembayaran atas Layanan Internet Payment Gateway yang diberikan kepada Merchant dan atas MID dengan biaya sebagaimana diatur pada Lampiran 2 tentang Merchant Application Form.

2. Pembayaran yang diatur dalam Perjanjian ini terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu :
a) Dalam hal Merchant menggunakan Layanan Direct Merchant, maka :
(1) DOKU akan melakukan penagihan setiap bulannya dan Merchant wajib melakukan pembayaran paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak invoice diterima dengan baik dan lengkap oleh Merchant (“Tanggal Jatuh Tempo”);
(2) Merchant dimungkinkan menggunakan Layanan Escrow untuk dilakukan pelimpahan dana pada Payment Channel tertentu;
(3) Dalam hal Merchant tidak melakukan kewajibannya seperti yang diatur pada ayat 3.a.1) Pasal ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo, maka DOKU berhak untuk:
(i) melakukan penghentian pemberian layanan secara sementara kepada Merchant sampai dengan Merchant memenuhi kewajiban pembayaran;
(ii) dalam hal Merchant menggunakan bersamaan Layanan Direct Merchant dan Layanan Aggregator:
1. Merchant memberikan kuasa khusus dan persetujuan kepada DOKU untuk melakukan pemotongan dana Settlement yang tersedia dan/atau terkumpul di Payment Channel Layanan Aggregator yang digunakan, dimana pemotongan dana dilakukan atas jumlah Biaya Layanan (dari Layanan Direct Merchant yang berjalan) yang belum dibayarkan (“Outstanding”);
2. pemotongan atas Outstanding dilakukan pada proses dan waktu Settlement sebagaimana diatur pada ayat 3.b.1) Pasal ini. Dalam hal dana Settlement yang tersedia dan/atau terkumpul di Payment Channel Layanan Aggregator yang digunakan tidak mencukupi untuk melakukan pemotongan atas Outstanding tersebut, DOKU akan melakukan pemotongan atas Outstanding pada Settlement pada bulan berikutnya atau pada kesempatan pertama segera setelah tersedia dan/atau terkumpul di Payment Channel Layanan Aggregator yang digunakan mencukupi;
3. sehubungan dengan pemotongan atas Outstanding pada ayat ini, Merchant dengan ini menyatakan:
a. menyetujui tindakan DOKU untuk kepentingan pemberian layanan kepada Pelanggan dan tindakan DOKU bukan merupakan pelanggaran dari Perjanjian ini dan tidak dapat diinterpretasikan sebagai Wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini dan/atau perbuatan melawan hukum/perbuatan pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. menjamin, membebaskan, melepaskan DOKU sepenuhnya dan tidak membahayakan DOKU, termasuk afiliasinya, masing-masing direktur, pejabat, karyawan, dan perwakilannya (“Pihak yang Dilindungi”), dari dan terhadap segala akibat yang mungkin timbul dari atau diakibatkan dari kesalahan, kelalaian Merchant dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Merchant turut membebaskan Pihak yang Dilindungi atas segala macam tanggung jawab, liabilitas, dan tuntutan terkait dengan pemotongan atas Outstanding;
(iii) menginformasikan tindakan DOKU ayat 2.a.3) Pasal ini (setelah pengambilan tindakan) tersebut kepada Merchant melalui email, sesuai dengan Pasal 12 Perjanjian ini.
b) Dalam hal Merchant menggunakan Layanan Aggregator, maka :
(1) DOKU akan melakukan Settlement kepada Merchant setelah dipotong dengan MDR dan/atau biaya lainnya sesuai dengan biaya masing-masing Payment Channel dan waktu Settlement masing-masing sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 tentang Merchant Application Form;
(2) DOKU akan mengirimkan faktur pajak atas pemotongan Biaya Layanan yang menjadi hak DOKU kepada Merchant setiap bulannya; dan
(3) Merchant membebaskan DOKU sepenuhnya dari segala gugatan/klaim yang timbul dari pihak ketiga terkait dengan pelimpahan dana hasil Transaksi yang dilakukan oleh Acquirer ke rekening DOKU yang akan diteruskan oleh DOKU ke rekening Merchant sehubungan dengan Layanan Aggregator.

3. Apabila Merchant telah melakukan pelunasan atas seluruh kewajiban yang tertunda sesuai dengan ayat (2) Pasal ini dan Merchant ingin melakukan pengaktifan kembali, maka jangka waktu akan tetap berjalan sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian ini. Dalam hal jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir maka Para Pihak setuju untuk memperbaharui Perjanjian.

4. Jika terdapat permintaan dari Merchant untuk dilakukan pelimpahan dana ke rekening penampungan selain yang diatur di dalam Lampiran 1 tentang Daftar Rekening Penampungan Merchant, maka Merchant wajib memberikan surat instruksi resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dari Merchant terkait dengan permintaan tersebut.

5. Surat instruksi yang diatur dalam ayat (4) Pasal ini merupakan surat instruksi resmi yang dibuat oleh Merchant dan dalam hal ini DOKU dibebaskan dari segala bentuk tanggung jawab apabila pelaksanaan instruksi tersebut dicurigai sebagai suatu bentuk usaha pencucian uang yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja oleh Merchant dan membebaskan DOKU dari segala bentuk kerugian dan tanggung jawab terhadap pihak ketiga manapun atas kesalahan instruksi yang dibuat oleh Merchant.

6. Merchant dengan ini setuju untuk mengganti kerugian dan tidak membahayakan DOKU, afiliasinya, masing-masing direktur, pejabat, karyawan, dan perwakilannya (“Pihak yang Dilindungi"), dari dan terhadap segala kerusakan dan kerugian yang timbul dari atau diakibatkan dari kesengajaan/kesalahan/kelalaian dalam pelaksanaan/penggunaan/pemanfaatan Layanan; dari kesengajaan/kesalahan/kelalaian dalam penjualan dan/atau distribusi Produk; pelanggaran Perjanjian ini, perizinan, hukum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak dilaksanakannya kewajiban, Transaksi yang diproses secara tidak benar/tidak sah/akses ilegal/ curang, penipuan dan/atau sengketa lainnya (termasuk biaya, klaim, pajak, proses hukum, serta ongkos jasa pengacara dan pengeluaran yang wajar) (baik diakibatkan atau tidak diakibatkan oleh tuntutan pihak ketiga) dan segala biaya yang ditanggung oleh Pihak yang Dilindungi yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan kerusakan dan kerugian tersebut, termasuk dalam hal terdapat gugatan, tuntutan, dan/atau klaim dari Pelanggan, otoritas Pemerintah yang berwenang) oleh Merchant sehubungan dengan Produk dan Layanan yang digunakannya atas Transaksi dengan Pelanggan.

7. DOKU berhak untuk menunda/blokir rekening atau menolak segala bentuk Settlement yang menjadi hak Merchant terkait dengan kerja sama ini, termasuk namun tidak terbatas pada berhak memotong atau menagih kembali Settlement yang telah dibayarkan kepada Merchant, dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan Perjanjian ini. Untuk menghindari keraguan, Para Pihak sepakat bahwa tindakan DOKU dalam penundaan/pemblokiran rekening/pemotongan/penagihan kembali Settlement pada Pasal ini tidak diinterpretasikan sebagai pelanggaran dari Perjanjian ini.

PASAL 4
PEMBATASAN

1. DOKU hanya dapat menyediakan laporan Transaksi milik Merchant untuk Transaksi yang terjadi dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun ke depan terhitung sejak tanggal Transaksi terjadi (jika diperlukan).
2. Merchant dilarang untuk mensyaratkan Pelanggan, baik secara lisan ataupun tertulis, untuk melakukan pembelian dengan suatu jumlah minimum atau maksimum tertentu agar mereka dapat melakukan Transaksi.
3. Merchant dilarang untuk membebankan biaya tambahan apapun (surcharge) kepada Pelanggan dalam melaksanakan Transaksi atau mengalihkan beban MDR Merchant kepada Pelanggan dengan cara apapun.
4. Merchant wajib memberitahukan kepada DOKU melalui surat pemberitahuan minimal 14 (empat belas) Hari Kerja sebelumnya dalam hal Merchant akan melakukan perubahan alamat internet protocol (selanjutnya disebut “Alamat IP”) dan/atau domain Website dan/atau Aplikasi Merchant.
5. Dalam hal Merchant tidak memberitahukan kepada DOKU perihal perubahan Alamat IP dan/atau domain Website dan/atau Aplikasi sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal ini, maka segala bentuk kerusakan, kegagalan, kerugian yang terjadi akibat perubahan tersebut bukan menjadi tanggung jawab DOKU melainkan tanggung jawab Merchant sepenuhnya.
6. [bookmark: _heading=h.tyjcwt]Apabila DOKU mengetahui Merchant melakukan perubahan jenis usaha dimana usaha yang dimaksud bertentangan/melanggar dengan norma-norma kesusilaan, kesopanan, undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas kepada peraturan yang terkait dengan perbankan baik di Indonesia maupun dari Visa dan/atau Mastercard, HAKI, teknologi dan informatika, telekomunikasi, atau apabila DOKU mengetahui kegiatan usaha yang didaftarkan Merchant tidak sesuai dengan aktualisasinya, maka DOKU berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini setiap saat secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis kepada Merchant 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan.
7. DOKU berhak menon-aktifkan MID milik Merchant dalam hal Merchant terbukti melakukan penyalahgunaan terhadap MID yang dimiliki oleh Merchant atau segala bentuk penyalahgunaan Layanan Internet Payment Gateway atau Layanan Internet Payment Gateway tidak digunakan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
8. Merchant dilarang menggunakan bersama atau memberikan akses atas Layanan Internet Payment Gateway DOKU kepada pihak ketiga. Apabila Layanan Internet Payment Gateway akan digunakan bersama atau diberikan aksesnya kepada pihak lain (Sub-merchant), Merchant wajib meminta persetujuan tertulis sebelumnya kepada DOKU dan DOKU memiliki hak untuk menolak penggunaan bersama atau pemberian akses terhadap Layanan Internet Payment Gateway kepada pihak lain tersebut yang kegiatan usahanya dan/atau kebijakan usahanya menurut penilaian DOKU illegal dan/atau tidak sesuai dengan kebijakan usaha DOKU.
9. Sehubungan dengan ketentuan di atas, Merchant wajib mendokumentasikan salinan dari dokumen-dokumen legal milik Sub-merchant yang sewaktu-waktu dapat DOKU minta. 
10. Merchant membebaskan DOKU sepenuhnya dari segala bentuk tuntutan/gugatan/klaim/kerugian yang timbul dari pihak manapun terkait dengan kerjasama antara Merchant dan Sub-merchant maupun atas pelanggaran/kelalaian/kesalahan Sub-Merchant terhadap Perjanjian ini.
11. Merchant membebaskan DOKU dari segala bentuk tuntutan/gugatan/klaim/kerugian yang timbul dari pihak manapun apabila terdapat kesengajaan/kesalahan/kelalaian dalam pelaksanaan/penggunaan/pemanfaatan Layanan yang disebabkan oleh Merchant dan/atau Sub-merchant terbukti dan/atau dicurigai antara lain sebagai suatu bentuk usaha pencucian uang, pendanaan terorisme, suap, korupsi dan/atau gratifikasi.


PASAL 5
CHARGEBACK DAN REFUND

Dalam hal terdapat permintaan Chargeback dan Refund, Para Pihak sepakat untuk mematuhi syarat dan ketentuan pada Pasal ini, yaitu:

1. Sanggahan merupakan proses pelaporan berpotensi menjadi Chargeback dari Pelanggan kepada issuer yang kemudian diteruskan kepada Acquirer (selanjutnya disebut “Sanggahan”).

2. Para Pihak akan berkoordinasi untuk menyelesaikan Sanggahan dan DOKU berhak meminta informasi yang diperlukan kepada Merchant terkait dengan proses penyelesaian tersebut dan Merchant wajib memberikan support selama proses Sanggahan.

3. DOKU berhak menyampaikan dokumen-dokumen terkait Sanggahan kepada Acquirer, termasuk namun tidak terbatas pada detail Transaksi kartu kredit dan log Transaksi.

4. Jika diperlukan, Merchant akan menyampaikan dokumen terkait Sanggahan kepada Acquirer, termasuk namun tidak terbatas pada surat pernyataan Merchant atas Transaksi Sanggahan, tanda bukti pengiriman dan penerimaan Produk.

5. Jika Sanggahan terbukti menjadi Chargeback, maka (a) Dalam hal Direct Merchant, Acquirer akan memotong dana dari rekening milik Merchant sejumlah yang akan dikreditkan kembali kepada rekening Pelanggan sebagai akibat dari Chargeback dan/atau (b) dalam hal Layanan Aggregator, DOKU akan memotong dana untuk dikreditkan kembali kepada rekening Pelanggan sebagai akibat dari Chargeback dalam Settlement berikutnya kepada Merchant. Bila dana yang didepositkan pada DOKU dalam rekening penampungan tidak mencukupi untuk melakukan pemotongan tersebut, maka Merchant harus membayarkan kepada DOKU sejumlah yang dikreditkan kembali kepada Pelanggan sebagai akibat dari Chargeback dalam 7 (tujuh) Hari Kerja setelah diberitahukan mengenai Chargeback dan perlunya membayarkan kepada DOKU.

6. DOKU hanya akan memproses permintaan Chargeback yang datang dari Acquirer, dan DOKU berhak menolak permintaan Chargeback yang datang selain dari Acquirer.

7. [bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Segala Chargeback dari pihak ketiga bukan merupakan tanggung jawab DOKU dan merupakan tanggung jawab Merchant.

8. Merchant berhak melakukan pembatalan transaksi dari Pelanggan jika ada kecurigaan bahwa transaksi yang terjadi berpotensi merugikan merchant dikemudian hari. Informasi pembatalan disampaikan ke pihak DOKU untuk dilakukan proses pembatalan (void) terhadap transaksi yang dicurigai tersebut. Jika transaksi sudah terlanjur berjalan, maka proses Refund akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal ini.

9. Dengan batasan terkait Transaksi yang diduga melanggar hukum, Fraud, mencurigakan, atau melanggar ketentuan Perjanjian ini dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Payment Channel, ketentuan mengenai Refund dapat berlaku sesuai dengan kebijakan dari Merchant. Untuk menghindari keraguan, DOKU berhak untuk Refund Pelanggan atas diskresinya sendiri dengan pemberitahuan kepada Merchant setelah dimulainya proses Refund dan Merchant menjamin bahwa tindakan DOKU bukan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh DOKU dan Merchant akan mengganti rugi dan melepaskan DOKU dari dan setiap kerugian dan klaim dari Sub-Merchant dan / atau Pelanggan atas diskresinya DOKU. Merchant setuju untuk menanggung jumlah Refund tersebut.

10. Dalam hal Layanan Aggregator, Merchant dengan ini memberikan persetujuan kepada DOKU untuk menggunakan jumlah Settlement untuk tujuan Refund sepanjang Settlement belum dilakukan sesuai ketentuan waktu masing-masing Payment Channel sebagaimana diatur di dalam Lampiran 2 tentang Merchant Application Form. Apabila jumlah Settlement tidak mencukupi untuk pemotongan Refund maka Merchant harus membayarkan sejumlah Refund atau sejumlah kekurangan tersebut dalam 7 (tujuh) Hari Kerja kepada DOKU.

11. DOKU tidak akan melakukan Refund atas MDR dan/atau biaya lainnya, hanya dari jumlah penuh pendapatan Transaksi.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku efektif dan mengikat Para Pihak sejak [•] (“Tanggal Efektif”) untuk jangka waktu [•] terhitung sejak Tanggal Efektif sampai dengan tanggal [•] (“Jangka Waktu Perjanjian”). Perjanjian diperpanjang otomatis untuk setiap 1 (satu) tahun berikutnya dan seterusnya sampai dengan salah satu Pihak mengakhiri Perjanjian ini. 

2. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini lebih awal dengan mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada Pihak lainnya minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran yang dikehendaki, kecuali sebagaimana diatur dalam ayat (3) pasal ini.

3. Berdasarkan pertimbangannya sendiri, salah satu Pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dan seketika dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam hal terjadi salah satu dari hal-hal di bawah ini: 
a. izin usaha salah satu Pihak dicabut oleh pemerintah;
b. terdapat kebijakan Pemerintah yang melarang dilakukannya kerjasama berdasarkan Perjanjian ini;
c. salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajibannya maupun melaksanakan jaminannya dalam Perjanjian ini dan tidak memperbaikinya atau tidak melakukan tindakan pemulihan dalam jangka waktu yang ditetapkan pada saat pemberian peringatan oleh Pihak yang dirugikan; atau
d. salah satu Pihak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau terlibat dalam perkara pidana atau perdata yang berdampak pada kecakapannya untuk melaksanakan Perjanjian ini, termasuk masuknya salah satu Pihak ke dalam pengawasan regulator dan/atau aparat hukum di Indonesia, seperti namun tidak terbatas pada daftar hitam nasional;
e. salah satu Pihak (i) dinyatakan pailit atau mengajukan atau dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, (ii) dibubarkan/dilikuidasi baik atas kemauannya sendiri maupun atas permintaan pihak lain maupun berdasarkan hukum; atau
f. Layanan Internet Payment Gateway tidak digunakan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
4. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian yang disebutkan dalam ayat (2) Pasal ini, masing-masing Pihak wajib menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah timbul atas Perjanjian ini sampai dengan tanggal efektif pengakhiran dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tanggal efektif pengakhiran Perjanjian ini.
		
5. Para Pihak dengan ini mengesampingkan pengaturan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh perintah atau putusan pengadilan dibutuhkan untuk pengakhiran Perjanjian ini dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh suatu perintah pengadilan diperlukan dalam rangka melaksanakan hak masing-masing Pihak berdasarkan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 7
PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak adalah suatu badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan cakap menurut hukum untuk memiliki harta kekayaan dan melakukan perbuatan hukum dan usahanya di wilayah Republik Indonesia serta memiliki segala ijin dari pihak yang berwenang/regulator yang terkait yang diperlukan untuk kegiatan operasionalnya.

2. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak akan menjaga reputasi Pihak lainnya dan akan melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.

3. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa pihak yang menandatangani Perjanjian ini berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Pihak.

4. Apabila ayat (3) Pasal ini ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang, maka penandatangan Perjanjian akan bertanggung jawab secara pribadi dalam hal terjadi sengketa.

5. [bookmark: _heading=h.1t3h5sf]Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa salinan dokumen, konfirmasi, pernyataan atau keterangan yang diberikan masing-masing pihak dalam rangka penyusunan Perjanjian ini merupakan dokumen, konfirmasi, pernyataan atau keterangan yang sesuai dengan aslinya yang diterbitkan atau diberikan oleh pejabat pemerintah atau profesi yang berwenang untuk menerbitkan atau membuat dokumen dan/atau mengungkapkan konfirmasi, pernyataan atau keterangan tersebut.

6. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa selama berlangsungnya Perjanjian ini tidak ada sengketa, gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Para Pihak untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian ini.

7. Merchant menyatakan dan menjamin bahwa kegiatan usaha dan Produk yang dijual di Website dan/atau Aplikasi adalah sah secara hukum Republik Indonesia dan tidak bertentangan/melanggar dengan norma-norma kesusilaan, kesopanan, undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas kepada peraturan yang terkait dengan perbankan baik di Indonesia maupun dari Visa dan/atau Mastercard, HAKI, teknologi dan informatika, telekomunikasi.

PASAL 8
WANPRESTASI

1. Wanprestasi yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah:
a. [bookmark: bookmark=id.2s8eyo1][bookmark: bookmark=id.4d34og8]apabila salah satu Pihak terbukti melakukan hal-hal yang dilarang dalam Perjanjian ini baik sengaja maupun tidak sengaja/lalai;
b. [bookmark: _heading=h.17dp8vu]apabila terdapat salah satu pernyataan dan jaminan salah satu Pihak yang terbukti tidak benar, menyesatkan, tidak benar atau dipalsukan; atau
c. apabila salah satu Pihak terbukti tidak melakukan kewajibannya dalam Perjanjian ini baik sengaja maupun tidak sengaja/lalai.
(selanjutnya butir (a) dan (b) diatas disebut “Wanprestasi”).

2. Dalam hal terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Pihak yang tidak lalai dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang lalai sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Perjanjian ini tanpa menghilangkan kewajiban masing-masing Pihak yang sudah timbul sebelum Wanprestasi sampai dengan tanggal efektif pengakhiran.

3. Pihak yang lalai dengan ini menjamin untuk membebaskan Pihak yang tidak lalai beserta direksi, komisaris, pegawai, penasihat dan pihak lain yang terkait dari segala tuntutan/gugatan/klaim yang timbul dan bertanggungjawab atas setiap kerugian yang diderita oleh Pihak yang tidak lalai ataupun pihak ketiga akibat Wanprestasi yang dilakukannya.

4. Pihak yang tidak lalai berhak menuntut ganti kerugian dalam bentuk apapun sebatas kewajaran menurut Pihak yang tidak lalai dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan kewajarannya kepada Pihak yang lalai terkait dengan Wanprestasi ini.

PASAL 9
ATURAN PERPAJAKAN

Seluruh kewajiban pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini merupakan tanggung jawab dan beban masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kecuali jika disepakati lain secara tertulis oleh Para Pihak.

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE	

1. Tidak ada satu Pihak pun dalam Perjanjian ini yang akan diminta pertanggungjawabannya dalam hal tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan memaksa (selanjutnya disebut “Force Majeure”) dan berdampak langsung terhadap pemenuhan kewajiban Para Pihak menurut Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, huru-hara, perang/kudeta, gangguan dan kerusakan pada server atau jaringan telekomunikasi yang bukan disebabkan karena kelalaian salah satu Pihak, pemadaman listrik yang berlangsung untuk waktu yang cukup lama dan tidak dapat dilakukan back-up dengan genset, kegagalan sistem perbankan, dan adanya kebijakan dari pemerintah.

2. Dalam hal terjadi salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa Force Majeure tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja terhitung sejak tanggal terjadinya Force Majeure, untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

3. Kejadian-kejadian yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dapat dijadikan dasar perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban oleh Pihak yang mengalami Force Majeure sehingga membebaskan Pihak yang mengalami Force Majeure tersebut dari sanksi keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.

4. Apabila Pihak yang mengalami Force Majeure tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang timbul, menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang lalai sebagai akibat kejadian Force Majeure.

5. Jika Force Majeure menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian ini secara terus menerus sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini, maka Para Pihak akan melakukan perundingan lebih lanjut untuk menyelesaikannya.

PASAL 11
INFORMASI RAHASIA

1. Para Pihak sepakat bahwa Informasi Rahasia adalah data-data dan informasi-informasi apapun baik bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun (selanjutnya disebut “Informasi Rahasia”).
2. Para Pihak mengakui bahwa segala bentuk Informasi Rahasia yang dimiliki masing-masing Pihak atas Perjanjian ini adalah bernilai. Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan informasi dan mempertahankan sifat rahasia dari Informasi Rahasia tersebut baik yang bersifat lisan maupun tertulis yang diketahui oleh Para Pihak menjadi rahasia atau menjadi milik salah satu Pihak secara alami.
3. Para Pihak wajib melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam penggunaan, pembuatan salinan atau pengalihan Informasi Rahasia tersebut serta menjamin untuk menyimpan asli maupun fotokopi dari dokumen-dokumen atau surat-surat dalam bentuk apapun untuk keperluan dokumentasi dan akan senantiasa menjaga kerahasiaannya.
4. Informasi dalam Perjanjian ini tidak termasuk Informasi Rahasia: 
a. apabila Informasi Rahasia tersebut merupakan informasi milik umum karena sudah dibuka kepada umum oleh Pihak pemilik Informasi Rahasia tersebut; atau

b. dimana berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau suatu penetapan putusan pengadilan atau arbitrase, harus disampaikan kepada pihak ketiga dan sebelum Informasi Rahasia tersebut disampaikan, Pihak Penerima Informasi Rahasia terlebih dahulu wajib memberitahukan penyampaian Informasi Rahasia tersebut secara tertulis kepada Pihak Pemberi Informasi Rahasia.

5. Apabila diperlukan, Merchant akan memberikan informasi mengenai data Pelanggan kepada DOKU untuk selanjutnya informasi tersebut diberikan oleh DOKU kepada Acquirer berdasarkan persetujuan dari Merchant.

6. DOKU menjamin keamanan informasi data milik Pelanggan dan/atau Transaksi sesuai dengan standar layanan perbankan yang berlaku yaitu Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS).

PASAL 12
PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan dengan tertulis dan dialamatkan kepada alamat yang tersebut di bawah ini dan dibuat oleh pejabat berwenang dari Pihak yang memberikan, membuat atau mengirimkan pemberitahuan tersebut.

	
[●]
…
…

Telp : 
Fax :
U.p.
	
PT NUSA SATU INTI ARTHA
Gedung Artha Graha Lantai 11, Sudirman Central Business District, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telp : 021-5150785
Fax  : 021-5154758
U.p  : Direktur



2. Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1) Pasal ini wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal efektif perubahan, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan alamat tersebut.

PASAL 13
PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Para Pihak sepakat Perjanjian ini tunduk, diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

2. Dalam hal terdapat perselisihan antara Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Apabila Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan timbul, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3. Para Pihak sepakat untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini selama proses penyelesaian perselisihan.

PASAL 14
PROMOSI

1. Selama jangka waktu Perjanjian ini dan juga sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, masing-masing Pihak memberikan persetujuan kepada Pihak lainnya untuk melakukan promosi atas Layanan Internet Payment Gateway milik DOKU melalui media cetak maupun media elektronik lainnya termasuk hak untuk menempatkan nama, logo dan Produk yang disediakan Merchant di media-media promosi tersebut.

2. Para Pihak sepakat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan promosi termasuk namun tidak terbatas pada tata cara melakukan promosi, materi promosi dan biaya yang dikeluarkan oleh Para Pihak dalam rangka promosi sebagaimana diatur dalam Pasal ini menjadi tanggungan masing-masing Pihak yang melakukan promosi.

PASAL 15
LAMPIRAN

1. Lampiran-lampiran di dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian dan akan disesuaikan/ditambahkan sesuai dengan layanan-layanan yang telah disepakati oleh Para Pihak.

2. Perjanjian ini terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:
	Lampiran 1: Daftar Rekening Penampungan Merchant
	Lampiran 2: Merchant Application Form
	Lampiran 3: Mekanisme Rekonsiliasi
	Lampiran 4: Persyaratan Administrasi

[bookmark: _heading=h.9s4d8vlu3r2f]PASAL 1617
[bookmark: _heading=h.kmdmokkskw9u]SALINAN
[bookmark: _heading=h.7xg6lfyxr1rd] 
[bookmark: _heading=h.dnozjvi6op9h]LAIN – LAIN
Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam berbagai jumlah salinan dan oleh setiap Pihak dalam salinan yang terpisah. Setiap salinan adalah asli, namun seluruh salinan akan membentuk satu instrumen yang sama.
1.       	Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahaman antara Para Pihak mengenai materi pokoknya dan menggantikan semua perjanjian, pemahaman, penawaran, dan ketentuan sebelumnya dan pada saat itu, tersurat maupun tersirat, lisan atau tertulis, dalam bentuk apa pun sehubungan dengan materi pokok dari sini.
 
 
 


[bookmark: _heading=h.xu1tob27zyg]PASAL 18
[bookmark: _heading=h.nafx2fxp4cb]LAIN – LAIN

1. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahaman antara Para Pihak mengenai materi pokoknya dan menggantikan semua perjanjian, pemahaman, penawaran, dan ketentuan sebelumnya dan pada saat itu, tersurat maupun tersirat, lisan atau tertulis, dalam bentuk apa pun sehubungan dengan materi pokok dari sini.

2. Segala perubahan (baik penambahan dan/atau pengurangan) dari Perjanjian ini berikut lampiran-lampirannya akan disepakati kemudian oleh Para Pihak dan selanjutnya dituangkan dalam suatu addendum/amandemen yang ditandatangani oleh Para Pihak.

3. Dalam hal terdapat perubahan nama Layanan yang berkaitan dengan isi Perjanjian ini, maka DOKU akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Merchant sehubungan dengan hal tersebut, dan surat pemberitahuan tersebut juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

4. Apabila terdapat bagian dalam Perjanjian ini yang tidak sah dan/atau tidak dapat diberlakukan, maka kondisi tersebut tidak otomatis membatalkan Perjanjian ini dan hanya akan membatalkan bagian yang tidak sah dan/atau tidak dapat diberlakukan itu saja.

5. Perjanjian ini mengikat dan untuk kepentingan masing-masing Pihak, dan/atau pengganti hak dan kewajiban masing-masing Pihak.

6. Salah satu Pihak tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini baik sebagian dan/atau seluruhnya kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan secara tertulis dari Pihak lainnya terlebih dahulu.

7. Dalam hal terjadi kegagalan, penundaan, keterlambatan oleh salah satu Pihak dalam melaksanakan haknya dan/atau menuntut Pihak lainnya melakukan kewajibannya, maka hal tersebut bukan merupakan pelepasan hak oleh Pihak tersebut untuk nantinya dikemudian hari Pihak tersebut kembali melaksanakan haknya dan menuntut pemenuhan kewajiban Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

8. Merchant wajib menyerahkan salinan dari dokumen-dokumen legal yang dimiliki Merchant sesuai dengan Lampiran 4 sebagai bentuk syarat administrasi pendaftaran.

9. Perjanjian ini  dapat ditandatangani dalam berbagai jumlah salinan dan oleh setiap Pihak dalam salinan yang terpisah. Setiap salinan adalah asli, namun seluruh salinan akan membentuk satu instrumen yang sama.  
10. Para Pihak sepakat bahwa apabila Perjanjian ditandatangani secara elektronik atau digital, maka hal akan dianggap sebagai tanda tangan asli dan berkekuatan hukum untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana dalam hal ini mencakup setiap perubahan dan peraturan turunan daripadanya dari waktu ke waktu. Pertukaran salinan Perjanjian ini dan halaman tanda tangan dengan cara transmisi elektronik atau digital merupakan pelaksanaan pengiriman Perjanjian secara efektif dan secara sah mengikat Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini.
-Sisa Halaman Sengaja Dibiarkan Kosong-. Halaman Tanda Tangan mengikuti.

Demikian Perjanjian ditandatangani Para Pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
						
PT NUSA SATU INTI ARTHA 				 [•]			






___________________________			___________________________
Nama	:	Himelda Renuat	Nama	:	[•]			
Jabatan	:	Direktur	Jabatan	:	[•]							












LAMPIRAN 1
DAFTAR REKENING PENAMPUNGAN MERCHANT

	

	Bank [•]

	Atas Nama : [•]

	No. Rekening : [•]

	Cabang : [•]

	Payment Channel : [•]

	




	

	Bank [•]

	Atas Nama : [•]

	No. Rekening : [•]

	Cabang : [•]

	Payment Channel : [•]

	



























LAMPIRAN 2
MERCHANT APPLICATION FORM







































LAMPIRAN 3
MEKANISME REKONSILIASI

Untuk setiap Transaksi yang terjadi di dalam Website dan/atau Aplikasi Merchant, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan Rekonsiliasi sesuai dengan syarat dan ketentuan di bawah ini :

1. Merchant wajib menyelesaikan Rekonsiliasi atas Transaksi pada bulan berjalan, paling lambat pada 60 (enam puluh) hari kalender sejak pelimpahan dana dilakukan.

2. Rekonsiliasi akan dilakukan antara pelimpah dana dengan penerima dana pada Hari Kerja.

3. Rekonsiliasi dilakukan setiap ada pelimpahan dana dan penerimaan dana sesuai dengan Settlement masing-masing Payment Channel.

4. Dalam hal terjadi ketidakcocokan jumlah dana yang dilimpahkan maupun yang diterima, maka akan dilakukan :

a. Apabila terjadi kelebihan jumlah dana yang dilimpahkan dari yang seharusnya, maka pelimpah dana akan memotong atau mengurangi dana pada pelimpahan dana berikutnya sesuai dengan jumlah selisih dana yang dimaksud;

b. Sehubungan dengan butir (a) di atas, jika jumlah selisih kelebihan dana melebihi ketersediaan dana Transaksi pada pelimpahan dana berikutnya, maka Merchant wajib melakukan pengembalian dana sebelum pelimpahan dana berikutnya dilakukan sesuai dengan selisih yang dimaksud; dan

c. Jika terjadi kekurangan jumlah dana yang dilimpahkan oleh pelimpah dana, maka selisih dana yang kurang tersebut akan dilimpahkan oleh pelimpah dana pada pelimpahan dana berikutnya.













LAMPIRAN 4
PERSYARATAN ADMINISTRASI

Persyaratan administrasi yang wajib diserahkan oleh Merchant kepada DOKU adalah:

1. [bookmark: _heading=h.3rdcrjn]Untuk Direct Merchant :

· Akta Pendirian dan akta susunan direksi dan komisaris terakhir;

· Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Menkumham) atas akta yang dimaksud;

· Surat Keterangan Domisili Perusahaan(SKDP)/Izin Lokasi yang diterbitkan OSS;

· Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;	

· [bookmark: _heading=h.26in1rg]Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha sektoral terkait;

· Surat Izin Prinsip Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) jika ada;

· Kartu Tanda Penduduk (KTP) pejabat yang berwenang untuk menandatangani Perjanjian dan/atau Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) dan fotokopi paspor yang masih berlaku apabila pejabat tersebut bukan Warga Negara Indonesia (WNI); dan

· Surat kuasa penandatangan Perjanjian apabila penandatangan tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan akta susunan kepengurusan.


2. Untuk Layanan Aggregator:

· Akta Pendirian dan akta susunan direksi dan komisaris terakhir;

· Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Menkumham) atas akta yang dimaksud;

· Surat Keterangan Domisili Perusahaan(SKDP)/Izin Lokasi yang diterbitkan OSS;

· Kartu Tanda Penduduk (KTP) pejabat yang berwenang untuk menandatangani Perjanjian dan/atau Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) dan fotokopi paspor yang masih berlaku apabila pejabat tersebut bukan Warga Negara Indonesia (WNI); 

· Surat kuasa penandatangan Perjanjian apabila penandatangan tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan akta susunan kepengurusan;

· Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk perorangan maupun badan hukum;

· Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha sektoral terkait;

· Surat Izin Prinsip Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) jika ada;

· Surat instruksi penggunaan rekening pribadi sebagai rekening penampungan, baik atas nama sendiri maupun orang lain.
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